BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu Negara dalam penegakkan hukum selalu membutuhkan peran dari kepolisian untuk mewakili negara dalam menerapkan dan menjaga penerapan hukum pada semua aspek kehidupan yang ada di masyarakat. Tiada satupun negara tanpa polisi, walaupun tugas dan fungsinya berbeda-beda dari satu negara dengan negara-negara lain. Misalnya di Amerika Serikat, Kepolisian bertugas dan berfungsi sebagai polisi negara bagian saja tidak ada kaitannya dengan pemerintah pusat. Lembaga Kepolisian disusun dalam tiga tingkat, yaitu Federal, Negara Bagian, dan Lokal.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang biasa dikenal dengan lembaga POLRI adalah Lembaga yang berperan dalam lembaga negara dalam mewujudkan keamanan dalam negeri yang agar terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman di masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa keamanan rakyat sepenuhnya merupakan tanggung jawab Kepolisian Negara

Republik Indonesia.
 Dengan demikian fungsi dan peran Polisi itu sangat penting dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 Menurut Achmad Ali, dalam bukunya tentang “Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan” Kepemimpinan dan Professionalisme merupakan suatu sistem hukum yang dimana juga termasuk dalam unsur kemampuan dan keterampilan secara individu dari jiwa-jiwa penegak hukum.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sejak terpisah dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), telah mengalami banyak perubahan. Perubahan itu tidak hanya pada struktural organisasi POLRI saja melainkan juga perubahan pada fungsi, tugas, kedudukan dan kewenangan POLRI. Setelah berpisah dari TNI, POLRI sekarang ini memiliki kedudukan dan yang lebih mandiri (independent) dimana POLRI tidak lagi berada di bawah panglima ABRI melainkan langsung di bawah Presiden.
 Polri yang saat ini sedang melaksanakan proses reformasi untuk menjadi Kepolisian sipil, dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat dengan cara merubah pendekatan yang reaktif dan konvensional (kekuasaan) menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial. Hal ini berarti bahwa harus ada perubahan paradigma polri dalam berhubungan dengan masyarakat.
 Hubungan Polisi dengan masyarakat yang ideal bukanlah merupakan hal yang mudah. Ada yang berproses sangat cepat dan ada juga yang lambat dalam menyesuaikan keadaan dan kondisi masyarakat dalam wilayah hukumnya. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana polisi bersama-sama dengan segenap komponen masyarakat harus mampu mencegah terjadinya berbagai bentuk kejahatan, dengan memperoleh dukungan dari masyarakat secara maksimal. Untuk itu upaya mencegah kejahatan yang dilakukan oleh kepolisian bersama dengan warga masyarakat harus dapat menimbulkan efek pencegahan terhadap muncul dan berkembangnya kejahatan selanjutnya. Dengan demikian upaya yang dilakukan harus sistematik baik yang bersifat preventif maupun represif. Hal itu perlu dipikirkan sebab secara konseptual masyarakat menuntut lebih besar terhadap peran Polisi.

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
 Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) merupakan suatu situasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan semua kegiatan didalam masyarakat. Situasi atau lingkungan kamtibmas sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tentram dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan Motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa. Kamtibmas merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah, termasuk di dalamnya adalah kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Dalam pelaksanaannya, kepolisian melakukan upaya-upaya atau indakan yang diwujudkan dalam kegiatan berupa operasi kepolisian, baik yang sifatnya rutin maupun yang bersifat khusus. Pelaksanaan kegiatan Bhabinkamtibmas yang bertujuan untuk mengupayakan terwujudnya situasi kamtibmas yang dinamis akan berpengaruh terhadap masyarakat, baik pengaruh yang bersifat positif maupun negatif.
 

Dalam bidang Community Policing merupakan suatu pendekatan hubungan terhadap masyarakat secara sosial. Community Policing termasuk bentuk budaya Indonesia (Jawa) dengan melakukan sistem keamanan lingkungan (siskamling) dalam organisasi yang ada pada daerah, secara bergantian masyarakat merasa bertangggung jawab atas keamanan wilayahnya masing-masing.  Hal ini juga diiringi dengan kegiatan Bhabinkamtibmas yang setiap saat harus selalu mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus.

Pada tanggal 31 Desember 2019 muncul kasus serupa dengan pneumonia yang tidak diketahui di Wuhan, China. Kasus tersebut di akibatkan virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19 (Corona Virus Desese 2019). Karakteristik virus ini adalah kecepatan penyebaran yang tinggi. Berdasarkan data WHO diperoleh bahwa COVID-19 telah menjadi pandemic global dengan 4.534.0731 kasus positif yang terkonfirmasi di 216 negara di seluruh dunia. Virus Corona juga telah mewabah di Indonesia sejak awal Maret hingga saat ini 12 Mei 2020 terdapat 17.514 kasus positif terkonfimasi tersebar di 34 provinsi dan 415 kabupaten/kota. Dampak yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia.
 Keputusan Presiden ( Keppres ) Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non - alam Penyebaran Covid - 19 sebagai Bencana Nasional. Dalam aturan tersebut dijelaskan penanggulangan bencana nasional akan dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID - 19. Kemudian didalam Keppres tersebut berisi kepala daerah menjadi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di daerah . Penetapan kebijakan daerah juga harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat.
 Kebijakan social distancing maupun physical distancing guna meminimalisir penyebaran COVID-19 mendorong semua elemen pendidikan untuk mengaktifkan kelas meskipun sekolah tutup.
 
Memasuki era tatanan kehidupan baru (new normal) masyarakat kembali diberikan ruang kebebasan untuk beraktivitas seperti sebelumnya yang dimana harus berdiam di rumah atau karantina, sebagaimana telah menjadi kebijakan pemerintah. Pada era kehidupan normal baru (new normal), pemerintah memang telah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk kembali beraktivitas seperti semula akan tetapi mesti mengedepankan protokol kesehatan. Pemerintah Indonesia melalui juru bicara penanganan COVID-19 terhadap tatanan, kebiasaan, dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat, inilah disebut sebagai new normal yang dihadapi dengan cara rutin mencuci tangan dengan sabun, mengenakan masker saat keluar dari rumah, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak fisik, menghindari kerumunan yang selanjutnya dikenal dengan istilah 4M belum sepenuhnya dapat dipahami masyarakat. Sebagai bentuk untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan pemahaman kepada masyarakat maka untuk itu dilaksanakannya sosialisasi serta edukasi guna membangun budaya penerapan protokol kesehatan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
 

Dengan adanya penjelasan secara umum mengenai peran Bhabinkamtibmas seperti yang telah dijelaskan diatas dapat terlihat begitu kompleks. Maka setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas harus memiliki tujuan yang terarah dalam penerapan polmas terhadap masyarakat. Untuk memenuhi hal-hal yang terkait ini, setiap warga negara harus memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan di lingkungan masyarakat. 

Pada masa pandemi COVID-19 seperti ini perlu penguatan koordinasi antara Bhabinkamtibmas dengan masyarakat, untuk keamanan lingkungan masyarakat tetap terjaga dengan koordinasi yang tepat agar keamanan lingkungan masyarakat terjaga dengan baik.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan rumusan latar belakang diatas maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Bhabinkamtibmas dalam menciptakan lingkungan kondusif di masa pandemi COVID-19? 
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan Bhabinkamtibmas dalam menciptakan lingkungan kondusif di masa pandemi COVID-19?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian yang telah dituangkan dalam latar belakang diatas dan rumusan masalah yang muncul maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan Bhabinkamtibmas dalam menciptakan lingkungan kondusif di masa pandemi COVID-19.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Bhabinkamtibmas dalam menciptakan lingkungan kondusif di masa pandemi COVID-19.
D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang diambil dari penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadikan pengetahuan baru terkait dengan kebijakan Bhabinkamtibmas dalam menciptakan lingkungan yang kondusif di masa pandemi COVID-19.
2. Secara Praktik

Dapat digunakan sebagai menambah wawasan mengenai tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas dalam menciptakan ketertiban, keamanan, dan lingkungan yang kondusif guna meminimalisir penyebaran COVID-19 di masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada beberapa judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Maisa, Irmawaty Ambo, ”Optimalisasi Bhabinkamtibmas Dalam Rangka Harkamtibmas di wilayah hukum Polres Palu”, Kalabbirang Law Jurnal, Volume 1, Nomor 2, Agustus, 2019.
 Jurnal ini mengangkat tentang program-program yang telah dilaksanakan oleh bhabinkamtibmas terhadap beberapa kasus Pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, Kasus Pencurian kendaraan Bermotor serta Kasus Narkoba. Dilihat dari judul penelitian terdapat persamaan yang diangkat oleh penulis tentang kinerja Bhabinkamtibmas. Sedangkan perbedaan dengan skripsi yang akan penulis bahas adalah jika pada skripsi ini membahas tentang Implementasi peranan Bhabinkamtibmas dalam menciptakan ketertiban guna meminimalisir penyebaran COVID-19 di masyarakat.

2. Okta Eka Jatmiko, ”Peranan Bhabinkamtimas Dalam Pencegahan Tindak Kejahatan di Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Metro, 2020.
 Hasil penelitian dari skripsi ini adalah bertujuan untuk mengetahui peranan Bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak kejahatan di Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dan Apa saja yang menjadi hambatan Bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak kejahatan di Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Persamaan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang hambatan Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas, Sedangkan perbedaan dengan skripsi yang akan penulis bahas adalah membahas factor-faktor apa saja yang menjadi hambatan Bhabinkamtibmas dalam menciptakan lingkungan yang kondusif di masa pandemi COVID-19.

3. Ari Andari Khotbah Siregar, “Peranan Bhabinkamtibmas Dalam Pembinaan Keamanan di Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2021.
 Hasil penelitian dari skripsi ini membahas tentang peranan Bhabinkamtibmas sebagai pengayom masyarakat dan melindungi masyarakat. Persamaan dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas tugas pokok dan fungsi Bhabinkamtibmas, Sedangkan perbedaan dengan skripsi yang akan penulis bahas adalah kebijakan Bhabinkamtibmas dalam menciptakan situasi kondusif di masa pandemi COVID-19.
F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian 


Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang menggunakan data primer.
 Adapun alasan utama melakukan penelitian ini yakni bahwa dilihat dari tindakan-tindakan peran Bhabinkamtibmas dalam menciptakan lingkungan kondusif perlu mendapatkan kerjasama dengan masyarakat. Dengan demikian penelitian ini diupayakan dapat memberikan kontribusi positif agar terciptanya ketertiban, keamanan, dan lingkungan yang kondusif di masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif-Empiris yaitu pendekatan yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.
 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif-Empiris karena dalam judul penelitian ini menggabungkan unsur penelitian hukum dan pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan.

3. Jenis dan Sumber Data 



Sumber data yang digunakan adalam sumber data sekunder.  Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang didapatkan dari media perantara atau secara tidak langsung yang berupa kabar berita atau buku, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.
 Sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis meliputi: Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi 

Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung, melihat dan mengambil suatu data yang dibutuhkan di tempat Penelitian itu dilakukan. Observasi juga bisa diartikan sebagai proses yang kompleks.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka langsung dengan narasumber dengan cara tanya jawab langsung
c. Dokumentasi

Suatu pengumpulan data dengan cara melihat langsung sumber-sumber Dokumen yang terkait. Dengan arti lain bahwa dokumentasi sebagai Pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik. Digunakan Sebagai mendukung kelengkapan data yang lain.

5.  Metode Analisis Data

Metode analisis data dilaksanakan secara kualitatif. Penelitian menggunakan metode kualitatif adalah langkah-langkah penelitian yang menghasilkan suatu data deskrptif berupa kalimat tertulis maupun lisan dari narasumber dan objek yang diamati. Metodi ini dilaksanakan dengan menggunakan logika induktif, untuk mengambil kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi umum.
 Hasil analisis kemudian dibentuk secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan dalam menganalisi bagaimana peranan dari Bhabinkamtibmas dalam menciptakan lingkungan yang kondusif di masa pandemi COVID-19.
6. Sistematika Laporan

Rencana laporan penelitian ini akan disusun dalam empat bab yang masing-masing saling berkaitan. Keempat bab tersebut sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat; latar belakang masalah, permasalahan yang akan dicari jawabannya, tujuan penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika laporan penelitian.

Bab II Landasan Konseptual. Bab menguraikan tentang norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dengan memperhatikan variable penelitian yang termuat dalam judul.
Bab III Hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini menguraikan data hasil penelitian yang telah diolah, dianalisis dan ditafsirkan. Data penelitian akan tampak jelas bagaimana disusun sesuai urutan permasalahan dalam pembahasannya yang telah dikonstalasikan dengan tinjauan konseptual.


Bab IV Penutup, Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari permasalahan dan penelitian ini.
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� � HYPERLINK "https://www.kontan.co.id/" �Kontan.co.id�, "​Penjelasan lengkap tugas dan fungsi Polri”, 19 Januari, 2021. � HYPERLINK "https://caritahu.kontan.co.id/news/penjelasan-lengkap-tugas-dan-fungsi-polri?page=all" �https://caritahu.kontan.co.id/news/penjelasan-lengkap-tugas-dan-fungsi-polri?page=all�.
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